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BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50

ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu

dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai

persyaratan calon kepala desa dan persyaratan perangkat

desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pemerintahan Desa;

b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, maka

perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai

Penataan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pemerintahan Desa;

c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan

kepastian hukum khususnya kepada semua pihak yang

terlibat proses pemilihan kepala desa serentak, penataan

desa dan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa;



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia Tahun 1945;

Republik

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3903) sebagaimana telah diu bah dengan Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 155);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

DAERAH TENTANG ATASPERATURAN PERUBAHAN

PERATURANDAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

PEMERINTAHANDESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2016 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasa14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa ini

meliputi:

a. penataan Desa;

b. kewenangan Desa;

c. pemilihan Kepala Desa;

d. penyelenggara Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, BPD dan

Perangkat Desa;

e. pedoman dan tata cara penyusunan peraturan di Desa;

f. pengelolaan keuangan dan aset Desa;

g. kerjasama Desa; dan

h. pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Judul BABIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABIII

PENATAANDESA

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal5

Penataan Desa dilakukan dengan tujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

4. Ketentuan Pasal6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa16

Penataan Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. asal usul desa;

b. adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

c. kondisi geografis desa;



d. perkembangan penduduk;

e. potensi desa;

f. pemenuhan persyaratan.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A,

Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6B, sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal6A

Penataan Desa meliputi :

a. pembentukan desa;

b. penghapusan desa;

c. penggabungandesa;

d. perubahan status desa;

e. penetapan desa.

Pasa16B

Penataan Desa Adatmeliputi :

a. pembentukan desa adat;

b. penghapusan desa adat;

c. penggabungandesa adat;

d. perubahan status desa adat; dan

e. penetapan desa adat.

Pasa16C

(1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa Baru di luar

Desayang ada.

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat,

kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

(3) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan

hasil evaluasi tingkat perkembanganpemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal6D

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6C dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua)desa atau lebih;atau

b. penggabunganbagian desa dari desa yang bersanding; dan

c. penggabunganbeberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

6. Judul BagianKeduaBABIIIdiubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

------------------------ ----



Bagian Kedua

Pembentukan Desa

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A huruf a harus

memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling rendah 5 (lima) tahun terhitung sejak

pembentukan;

b. jumlah Penduduk wilayah paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau BOO

(delapanratus) kepala keluarga;

c. wilayahkerja yang memilikiakses transportasi antar wilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat

sesuai dengan adat istiadat Desa;

e. memilikipotensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan sumber daya ekonomipendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah

ditetapkan dalam peraturan Bupati;

g. sarana dan prasarana bagi PemerintahanDesa dan pelayanan publik;

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi

perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;dan

1. cakupan wilayahDesa terdiri atas dusun.

B. Diantara Pasal 7 dan Pasal B disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan

Pasal 7B, sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasa17A

(1) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul,

adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagaimana maksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Bupatio

Pasal 7B

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa diharuskan

mensosialisasikan rencana Pembentukan Desa kepada pemerintah desa induk

dan masyarakat desa yang bersangkutan.



9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal10

(1) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan kajian dan

verifikasi pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(2) Verifikasi persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa:

a. verifikasi administrasi; dan

b. verifikasi teknis.

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah

Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk

danjumlah penduduk minimal.

(4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

dilakukan melalui peninjauan lapangan.

(5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:

a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;

b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan

tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung

penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;

c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia

dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang

memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan

potensi lokal;

d. verifikasi syaratjumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;

e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan

f. verifikasi ketersediaan saran a dan prasarana pendukung bagi

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

(6) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf f untuk mengecek ketersedian:

a. saran a perkantoran tempat penyelenggarakan pemerintahan Desa

persiapan;

b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

(7) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan

Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan

layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.



(8) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.

(9) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan

Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasalll

(1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9)

disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa

persiapan.

(2) Setelah mendapatkan kode register Desa persiapan dari Gubernur, Bupati

mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.

(3) Penjabat kepala Desa persiapan yang berasal dari un sur pegawai negeri sipil

di lingkungan pemerintah daerah dengan persyaratan:

a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;

b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan

riwayatpekeDaan;dan

c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang­

kurangnya bernilai baik.

(4) Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan

persiapan pembentukan Desa definitif.

(5) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Kepala Desa induknya.

(6) Penjabat Kepala Desa persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

dengan Keputusan Bupati.

11. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal11A

(1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun

rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan

partisipasi masyarakat Desa persiapan.

(2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun

disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan

rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa

persiapan.



(3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa

induk.

(4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan

yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh

penjabat Kepala Desa persiapan.

(5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30%

(tiga puluh persen) dari APBDesa induk.

(6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak

mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah

Provinsi.

(7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa induk.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal12

(1) Penjabat Kepala Desa persia pan melaporkan perkembangan pelaksanaan

Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

a. bupati melalui camat; dan

b. kepala desa induk.

(2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan

yang meliputi:

a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari

APBDesainduk;

c. pembentukan struktur organisasi;

d. pengangkatan perangkat desa;

e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;

f. pembangunan saran a dan prasarana pemerintahan desa;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi

pertanahan serta pengembangan saran a ekonomi, pendidikan dan

kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati

kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.



(4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa

persiapan.

13. Judul Bagian Ketiga BABIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Penggabungan Desa

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PasalI7

(1) Dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan penggabungan wilayah desa.

(2) Penggabungan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

apabila wilayah desa berbatasan langsung secara geografis dengan wilayah

desa yang akan digabung dan berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi

kecamatan.

(3) Pelaksanaan penggabungan wilayah desa dilaksanakan sesuai dengan

persyaratan dan tata cara pembentukan desa.

15. Ketentuan PasalI9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PasalI9

(1) BPD masing-masing bagian Desa yang bergabung menyelenggarakan

musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai

penggabungan bagian Desa.

(2) Masing-masing pemerintah Desa dari bagian Desa yang bergabung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan

pelaksanaan musyawarah Desa.

(3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah

Desa.

(4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam

bentuk keputusan bersama.

(5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani

oleh para Kepala Desa yang bersangku tan.



16. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A,

Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal19A

(1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian

Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan

keputusan bersama.

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan

kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19B

Ketentuan mengenai pembentukanj'pemekaran Desa berlaku mutatis mutandis

terhadap penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding.

Pasal 19C

(1) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah

Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa

Desa.

(2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah

Desa.

(3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

(4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam

bentuk keputusan bersama.

(5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda-tangani

oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal19D

(1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan

beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan

melampirkan keputusan bersama.

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui

bersama antara Bupati dengan DPRD.



(4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui

bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda

kepada Gubernur untuk dievaluasi.

17. Setelah Pasal 31 ditambahkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Keempat, Bagian

Kelima dan Bagian Keenam serta 22 (dua puluh dual Pasal yakni, Pasal 31A,

Pasal 31B, Pasal 31C, Pasal 31D, Pasal 31E, Pasal 31F, Pasal 31G, Pasal

31H, Pasal 311, Pasal 31J, Pasal 31K, Pasal 31L, Pasal 31M, Pasal 31N, Pasal

310, Pasa131P, Pasa131Q, Pasa131R, Pasal31S, Pasal31T, Pasal31U, Pasal

31V, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Perubahan Status Desa

Pasal31A

Perubahan status meliputi:

a. Desa menjadi Kelurahan; dan

b. Kelurahan menjadi Desa.

Pasal31B

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31A huruf a harus memenuhi syarat :

a. luas wilayah tidak berubah;

b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu)

kepala keluarga;

c. saran a dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan

Kelurahan;

d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta

keanekaragaman mata pencaharian;

e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk

dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri danjasa;

f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;

g. akses transportasi an tar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;

h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan

i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal31C

(1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa

pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat

masyarakat.



(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam

musyawarah Desa.

(3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan

musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan

status Desa menjadi Kelurahan.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen

musyawarah Desa.

(6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa

menjadi Kelurahan.

(7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan

perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi

masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan

perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

Pasal 12 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi

Kelurahan.

Pasa131D

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi

Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas

dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

(3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan

Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 31E

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31A huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan

masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

(2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan karateristik:



a. kondisi masyarakat homogen;

b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau

nelayan; dan

c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian

menjadi Kelurahan.

(4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal31F

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat.

(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan

disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan.

(3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati

perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen

musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai

usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan

Kelurahan.

(5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status

Kelurahan menjadi Desa.

(6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat

pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12

berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi

masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan

status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal31G

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi

Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah ten tang perubahan

status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.



(2) Rancangan Peraturan Daerah ten tang perubahan status Kelurahan menjadi

Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

(3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubemur untuk

dievaluasi.

Bagian Kelima

Penghapusan Desa

Pasal31H

Penghapusan Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Bagian Keenam

Penataan Desa Adat

Pasa131I

(1) Pembentukan Desa Adat merupakan tindakan mengadakan Desa adat baru

di luar Desa Adat yang ada.

(2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat,

kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi

Desa Adat.

(3) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;

b. Penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi

1 (satu) Desa Adat; atau

c. Penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

Pasal31J

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10

sampai dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa

Adat melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau

lebih oleh Pemerintah Daerah.

Pasa131K

Penghapusan Desa Adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Pasa131L

(1) Penggabungan bagian Desa dari desa yang bersanding oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal

19B berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat

dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa oleh Pemerintah

Daerah.

(2) Penggabungan beberapa Desa menjadi satu Desa baru oleh pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C sampai dengan Pasal 19D

berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat

menjadi 1 (satu) Desa Adat baru oleh Pemerintah Daerah.

Pasa131M

(1) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah harus

mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat

berdasarkan asal usul.

(2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)meliputi:

a. desa adat menjadi desa;

b. desa menjadi desa adat;

c. kelurahan menjadi desa adat; dan

d. desa adat menjadi kelurahan.

Pasa131N

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C sampai dengan

Pasal 31G berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan

menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan.

Pasa1310

(1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa

pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat

masyarakat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam

musyawarah Desa Adat.

(3) Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan

musyawarah Desa Adat.

(4) Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi

dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai

usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.



Pasa131P

(1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4)kepada Bupati.

(2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) membentuk tim penataan Desa yang ditetapakan dengan Keputusan

Bupati.

(3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Desa

Adat menjadi Desa.

(4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status

Desa Adat menjadi Desa.

(5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait syarat

pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi

Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa

Adat menjadi Desa.

(7) Rancangan Perda sebagai dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan

disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada

Gubemur untuk dievaluasi.

Pasal31Q

(1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa

pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan

disepakati dalam musyawarah Desa.

(3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan

musyawarah Desa.

(4) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa

Adat.

(5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi

dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai

usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal31R

(1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal31Q ayat (5)kepada Bupati.



(2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)membentuk tim penataan Desa.

(3) Bupati menugaskan tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan peru bahan status Desa

menjadi Desa Adat.

(4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status

Desa menjadi Desa Adat.

(5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa

Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa

menjadi Desa Adat.

(6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui

bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk

dievaluasi.

Pasal318

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status

Kelurahan menjadi Desa.

(2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31E sampai dengan Pasal 31G dan ketentuan

perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31Q sampai dengan Pasal 31R berlaku mutatis mutandis terhadap

perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Pasal31T

(1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status

Desa Adat menjadi Desa.

(2) Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 31P dan ketentuan

perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31B sampai dengan Pasal 31D berlaku mutatis mutandis terhadap

perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

Pasal31U

(1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda tentang

penataan Desa Adat ditetapkan.

(2) Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.



(3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang

sarna dengan Kepala Desa Adat.

(4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasa131 V

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat

berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal62

(1) Pemilihan kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang

paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau

c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa

secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

19. Diantara Ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal63A

(1) Pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan secara manual atau

elektronik.

(2) Pemilihan kepala Desa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasa166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal66

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua

tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa

terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan

pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat

kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan

melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

(4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf

d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur

dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf f dan huruf h dihapus, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal81

(1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa

yang berstatus Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. dihapus;

g. bersedia dicalonkanmenjadi KepalaDesa;



h. dihapus;

1. tidak sedang menjalanihukuman pidana penjara;

J. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai menjalanipidana

penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik

bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku

kejahatan berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;

1. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi

kesehatan;

m. tidak pemah sebagaiKepalaDesa selama 3 (tiga)kali masa jabatan;

n. bersedia membuat surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat

desa setempat;

o. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari Badan NarkotikaKabupaten;dan

p. mampu baca tulis Al-Qur'anbagicalonyang beragamaislam.

22. Ketentuan Pasal 120diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal 120

(1) Calon kepala Desa yang memperolehsuara terbanyak dari jumlah suara sah

ditetapkan sebagaicalon kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperolehsuara terbanyak lebih dari 1

(satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara

sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)diatur dengan peraturan bupati.

23. Ketentuan Pasal 131diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal 131

(1) Kepala Desa yang berhenti danjatau diberhentikan dengan sisa masa

jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS di lingkungan

pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan

kepala Desa antar waktu hasil musyawarahDesa.

(2) MusyawarahDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling

lama 6 (enam)bulan sejak kepala Desadiberhentikan.



(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa

terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan

kepala Desa yang diberhentikan.

24. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal132

(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.

(2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan

unsur masyarakat.

(4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3),

jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran

pendapatan be1anja Desa.

(5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)

bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

25. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 133

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 melakukan

penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan

paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi

tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;

b. tingkat pendidikan; dan/ atau

c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang,

panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang

setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD

menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai

dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.



26. Diantara Ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni

Pasal 133Adan Pasal 133B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal133A

(1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:

a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling

lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepaIa Desa

diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling

lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia

terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling

lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan

oleh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia

pemilih

d. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan

peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau

melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

e. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan

kepada musyawarah Desa; dan

f. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb meliputi:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang

tekhnis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah

Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan

peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau

melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan

kepada musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.



(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

1. perwakilankelompokpemerhati dan perlindungananak;

J. perwakilankelompokmasyarakat miskin;atau

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili

palingbanyak 5 (lima)orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan

ayat (5)dibahas dan disepakati bersama BPDdan pemerintah Desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang

ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melaluimusyawarah Desa kepada

BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa

mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua

BPDkepada bupati paling lambat 7 (tujuh)hari setelah menerimalaporan

dari panitia pemilihan;

c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon

kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya

laporan dari BPD;dan

d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak

diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa

terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan



mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan

dalarn Peraturan Bupati.

Pasal 133B

(1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah

Desa kepada Bupati melalui Carnat.

(2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan keputusan bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

27. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

(1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan yang

pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan

pada APBDesa.

(3) Panitia pemilihan menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.

(4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :

a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan,

pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran,

pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);

b. pendaftaran pemilih;

c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;

d. penelitian syarat-syarat Calon;

e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;dan

f. pengesahan dan pelantikan.

28. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa1135

(1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(2) BPD mempunyai fungsi :

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersarna

Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.



29. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa1136

BPD berwenang:

a mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan

aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara

lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

d melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada Pemerintah Desa;

f menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa;

g mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h menyusun peraturan tata tertib BPD;

1 menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada

Bupati melalui Camat;

J. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD

secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB

Desa;

k mengelola biaya operasional BPD;

1 mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa

kepada Kepala Desa; dan

m Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

30. Diantara Pasal 136 dan Pasal 137 ditambahkan 17 (tujuh belas)

Pasal yakni Pasal 136A, Pasal 136B, Pasal 136C, Pasal 136D, Pasal 136E,

Pasal 136F, Pasal 1360, Pasal 136H, Pasal 1361, Pasal 136J, Pasal 136K,

Pasal 136L, Pasal 136M, Pasal 136N, Pasal 1360, Pasal 136P, Pasal 136Q,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal136A

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;



c. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. menyelenggarakanmusyawarah Desa;

g. membentuk panitia pemilihan KepalaDesa;

h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa

antarwaktu;

1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;

J. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja KepalaDesa;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan

lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang­

undangan.

Pasal136B

(1) BPDmelakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok

masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan,

kelompokmarjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD

yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat

maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah

BPD.

Pasal 136C

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di

sekretariat BPD.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diadministrasikan

dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal136D

(1) BPD mengelola asprrasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan

perumusan aspirasi.



(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan

cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk

disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat

Desa

Pasal 136E

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam

musyawarah BPDyang dihadiri KepalaDesa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam

rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan

Peraturan Desayang berasal dari usulan BPD.

Pasal 136F

(1) MusyawarahBPDdilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD

terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti

musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa,

evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

menetapkan peraturan tata tertib BPD,dan usulan pemberhentian anggota

BPD.

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai

berikut:

a. musyawarah BPDdipimpinoleh pimpinan BPD;

b. musyawarah BPDdinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3

(dua pertiga)dari jumlah anggotaBPD;

c. pengambilankeputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna

mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan

dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan



sah apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu perdua) ditambah 1

(satu)dari jumlah anggotaBPDyang hadir; dan

f. hasil musyawarah BPDditetapkan dengan keputusan BPDdan dilampiri

notulen musyawarahyang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal136G

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh

PemerintahDesa.

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk

memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

(3) Halyang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. penataan Desa;

b. perencanaan Desa;

c. kerja sarna Desa;

d. rencana investasiyang masuk ke Desa;

e. pembentukan BUMDesa;

f. penambahan dan pelepasan AsetDesa;dan

g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2)terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilankelompoktani;

f. perwakilankelompoknelayan;

g. perwakilankelompokperajin;

h. perwakilankelompokperempuan;

1. perwakilankelompokpemerhati dan pelindungan anak; dan

J. perwakilankelompokmasyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa;



Pasal136H

(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia

pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan kepu tusan

BPD.

(3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat

diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 1361

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala

Desa antarwaktu.

(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia

serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan

kepadaBPD.

Pasal 136J

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7

(tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia

pemilihan.

Pasal136K

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan

Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah

internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) antara BPDdan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal

BPD.

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses

yang dituangkan dalam notulen musyawarah.



Pasal136L

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala

Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil

keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan

permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan

pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berbentuk :

a. penghentian pembahasan; atau

b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan

Peraturan Desa.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal136M

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;

b. pelaksanaan kegiatan; dan

c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

monitoring dan evaluasi.

Pasal136N

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 136M ayat (1)menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal1360

(I) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi

atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan berdasarkan

prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) meliputi :

a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKPDesa dan APBDesa;

b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi

Dan Pemerintah Kabupaten;

c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan

perundang-undangan;dan

d. Prestasi Kepala Desa.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal136P

(1) BPDmelakukan evaluasi LKPPDpaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak

LKPPDditerima.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)BPDdapat:

a. membuat catatan tentang kinerja KepalaDesa;

b. meminta keterangan atau informasi;

c. menyatakan pendapat; dan

d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)huruf b, BPDtetap melanjutkan proses penyelesaian

evaluasi LKPPDdengan memberikan catatan kinerja KepalaDesa.

(4) Evaluasi LKPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari

laporan kinerja BPD.

Pasal136Q

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan

Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan

kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar

KelembagaanDesa atau FKAKD.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari unsur KetuajKepala

kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan

KepalaDesa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan

menyelesaikanberbagai permasalahan aktual di desa.



31. Ketentuan Pasal137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal137

(1) BPD berhak:

a mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaanmasyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa.

(2) AnggotaBPDberhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikanusul danIatau pendapat;

d. memilihdan dipilih;dan

e. mendapat tunjangan dari AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa.

(3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai

dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)BPDberhak:

a. memperolehpengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,

sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi

bandingyang dilakukan di dalam negeri.

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang

berprestasi.

32. Ketentuan Pasal 138diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal138

AnggotaBPDwajib:

a memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka TunggalIka;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam

penyelenggaraanPemerintahan Desa;

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,

danj'atau golongan;

d menghormatinilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;



e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah

Desa dan lembaga desa lainnya; dan

f mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelolapemerintahan yang baik.

33.Judul BagianKeduaBABVII diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

KeanggotaanBPD

34. Ketentuan Pasal139 diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal139

(1) BPD dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dan sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Desa.

(2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang

pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara

langsung atau musyawarah perwakilan.

35. Diantara Pasal 139 dan Pasal 140 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni

Pasal 139Adan Pasal 139Bsehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasa1139A

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)dilakukan untuk memilihcalon anggota

BPDdari unsur wakilwilayahpemilihandalam desa.

(2) Unsur Wilayahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah masyarakat desa

dari wilayahpemilihandalam desa.

(3) WilayahPemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah

lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memilikiwakil

denganjumlah tertentu dalam keanggotaanBPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)ditetapkan secara Proporsionaldengan memperhatikanjumlah

penduduk.

Pasal139B

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang

perempuan warga desa sebagai anggotaBPD.



(2) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perempuan

warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki

kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan

perempuan.

(3) Pemilihan Unsur Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

36. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 140

(1) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)

ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling

banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

(3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. jumlah penduduk sampai dengan 5000 jrwa diwakili 5 (lima) orang

anggota;

b. jumlah penduduk 5001 jiwa sampai dengan 7000 jiwa diwakili7 (tujuh)

orang anggota;

c. jumlah penduduk lebih dari 7000 jiwa diwakili 9 (sembilan) orang

anggota.

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam

desa seperti wilayahdusun atau RT.

37. Ketentuan Pasal 141diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

Persyaratan calon anggota Badan PermusyawaratanDesa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesiadan Bhinneka TunggalIka;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah Zpernahmenikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat yang dibuktikan dengan PhotocopyIjazah yang telah dilegalisiroleh

Pejabatyang berwenang;



e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan

h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

38. Judul Bagian Keempat BABVIIdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Mekanisme Pemilihan Keanggotaan BPD

39. Judul Paragraf 1 Bagian Keempat BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Paragaraf 1

Penanggung Jawab

40. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal142

(1) Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemilihan

Anggota BPD.

(2) Kepala Desa berkewajiban memberi laporan kepada Bupati tentang rencana

pemilihan anggota BPD melalui Camat.

(3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Desa dan Tingkat

Wilayah;

b. memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat

Desa dan Tingkat Wilayah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

dan

c. melaporkan hasil pemilihan Anggota BPD untuk dimintakan pengesahan

kepada Bupati berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Anggota BPD

Tingkat Desa.

41. Judul paragraf 2 Bagian Keempat BAB VII diubah sehingga menjadi sebagai

berikut:

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Anggota BPD

42. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal143

(1) Dalam melaksanakan pemilihan anggota BPD dibentuk Panitia Pemilihan

Tingkat Desa.



(2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk secara musyawarah mufakat.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya

berakhir.

(5) Masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

setelah dilantiknya anggota BPD.

43. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal144

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143

ayat (1) melibatkan unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari :

a. 3 (tiga) orang unsur perangkat Desa kecuali Kepala Dusun;

b. 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat;

(3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;

c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;

d. 8 (empat) orang anggota.

44. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal145

Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertugas :

a. menentukan jumlah anggota BPD dan rasio keterwakilan setiap anggota BPD;

b. menentukan penggabungan dan Iatau pemecahan dusun untuk ditetapkan

menjadi wilayah;

c. menyusun jadwal kegiatan pemilihan anggota BPD;

d. menyusun anggaran pemilihan anggota BPD;

e. membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Wilayah dengan

keputusan Panitia PemilihanTingkatDesa;

f. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon AnggotaBPD;

g. menerima dan menelitipersyaratan administratif bakal calon anggota BPD;

h. melaksanakan musyawarah penetapan calon AnggotaBPDyang akan dipilih

yang dituangkan dalam Berita Acara;

i. mendampingi Panitia Pemilihan Tingkat Wilayah dalam pelaksanaan

pemilihanTingkatWilayah;



J. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD terpilih setelah

menerima berita acara hasil pemilihan anggota BPD dari Panitia Pemilihan

TingkatWilayahdan dituangkan dalam berita acara; dan

k. melaporkan hasil pemilihan anggota BPDkepada KepalaDesa.

45. Ketentuan Pasal 146diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal146

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Wilayah diselenggarakan dan

dipimpin oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melibatkan Kepala

Dusun, Ketua Rukun Tetangga/Rukun Wargadan TokohMasyarakat.

(2) Panitia PemilihanTingkat Wilayahterdiri atas :

a. unsur KepalaDusun;

b. unsur Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;dan

c. unsur TokohMasyarakat.

(3) Susunan panitia pemilihan TingkatWilayahterdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;

c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

d. 4 (empat)orang anggota.

46. Ketentuan Pasal147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 147

Panitia PemilihanTingkatWilayahbertugas :

a. melaksanakan pemilihan AnggotaBPDdi tingkat wilayah;

b. membuat Berita Acarahasil pemilihan AnggotaBPDtingkat wilayah;

c. melaporkan hasil pemilihan Anggota BPD tingkat wilayah kepada Panitia

PemilihanTingkat Desa.

47. Ketentuan Pasal 148diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal148

Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat ketentuan teknis penggabungan

danIatau pemecahan dusun dengan cara sebagai berikut :

a. menentukan ratio tiap kursi dengan rumus :

R = L R Ratio

L Jumlah penduduk Desa

Kursi Kursi Banyaknya anggota BPDyang akan dipilih

dalam musyawarah.



b. membuat ketentuan teknis penggabungan dan/ atau pemecahan dusun

untuk membentuk wilayah dengan ketentuan jumlah untuk tiap-tiap Desa

paling banyak 5 (lima)wilayah musyawarah; dan

c. Jumlah wilayah sama dengan jumlah kursi anggota BPD masing-masing

Desa.

48. Judul Bagian Kelima BABVIIdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Anggota BPD

49. Judul Paragraf 1 Bagian Kelima BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Paragraf 1

Pemilihan Anggota BPD Tingkat Wilayah

50. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal149

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Wilayah mengadakan musyawarah untuk memilih

Anggota BPD.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai

kesepakatan maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.

(3) Calon anggota BPD perwakilan wilayah yang diajukan adalah sesuai dengan

hasil musyawarah berdasarkan ranking atau nomor urut calon sesuai hasil

musyawarah/pemungutan suara.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita

Acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan

Tingkat Wilayah selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat

Desa.

51. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal150

(1) Berdasarkan Berita Acara hasil pemilihan Tingkat Wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4), Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat

Desa menyusun daftar nama calon anggota BPD masing-masing wilayah

menjadi calon Anggota BPD terpilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses

pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Panitia

Pemilihan tingkat Desa menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota

BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.



(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses

pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), panitia

pemilihan menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh

unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses

musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), calon

anggota BPD dipilh dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil

masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(5) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara

terbanyak.

52. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 151

(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa

kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD

terpilih ditetapkan.

(2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7

(Tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan tingkat

Desa untuk diresmikan oleh Bupati.

53. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 153

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpahjberjanji secara

bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat

yang ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpahjjanji anggota BPD sebagai berikut:

"Derni AilahjTuhan, saya bersumpahjberjanji bahwa saya akan memenuhi

kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik­

baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat

dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,

dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan

segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang

berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) Pengucapan sumpahjjanjijabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing­

masing.



(4) Dalam pengucapan sumpahjjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

anggota BPD yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";

b. Kristen Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya

berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramiwesesa".

(5) Setelah pengucapan sumpahfjanji sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpahjjanji.

(6) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

54. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal154

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

a. pimpinan; dan

b. bidang

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan

Kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

(5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

(6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu)

orang tenaga staf administrasi BPD.

55. Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni

Pasal 154A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa1154A

(1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154

ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD

yang diadakan secara khusus.



(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu

oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling

lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpahjjanji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena

pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau

pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

(5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.

(6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah

mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

56. Ketentuan Pasal156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal156

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan

disepakati dalam musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;

c. waktu musyawarah BPD;

d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

e. tata cara musyawarah BPD;

f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf d meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;

b. tempat musyawarah;

c. jenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir

lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;



c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua

berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan

bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD

antarwaktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)huruf e meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;

b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan

d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :

a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;

dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf g meliputi:

a. penyusunan notulen rapat;

b. penyusunan berita acara;

c. format berita acara;

d. penandatanganan berita acara; dan

e. penyampaian berita acara.

57. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf e.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan

pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)merupakan tunjangan kedudukan.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

tunjangan kinerja.



58. Ketentuan Pasal162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal162

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161

ayat (3)diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4), dapat

diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari

Pendapatan AsHDesa.

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan olehBupati.

59. Ketentuan Pasal163 diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal163

(1) Format administrasi BPD yang meliputi: jenis buku administrasi BPD,

laporan kinerja BPD, format Surat Keputusan kepengurusan BPD dan

Format lembaran Pengesahan Camat tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) KegiatanBPDsecara administratifdilaksanakan oleh sekretaris BPD.

(3) Untuk melaksanakan tugas administratif sekretaris BPD dibantu oleh

perangkat desa.

60. Ketentuan Pasal165 diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal165

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pengucapan sumpahjjanji.

(2) Anggota BPD sebagaimana pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa

keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak

secara berturut-turut.

61. Ketentuan Pasal166 diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal166

(1) AnggotaBadan PermusyawaratanDesaberhenti karena:

a. meninggaldunia;

b. mengundurkan sendiri;atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf c karena:



a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan

apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan

Desa;

d. tidak melaksanakan kewajiban;

e. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;

f. melanggarsumpahjjanjijabatan dan kodeetik BPD;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat BPD lainnya yang

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam)kali berturut-turut

tanpa alasan yang sah;

1. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan2 (dua)

desa atau lebihmenjadi 1 (satu)desa baru, pemekaran atau penghapusan

desa;

J. bertempat tinggaldiluar wilayahasal pemilihandanjatau

k. ditetapkan sebagaicalon kepala Desa.

62. Diantara Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni

Pasal166A dan Pasal 166Bsehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal166A

(1) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil

musyawarah Badan PermusyawaratanDesa melaluikepala desa.

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada

Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul

pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPDkepada Bupati

palinglama 7 (tujuh)hari sejak diterimanyausul pemberhentian.

(4) Bupati meresmilkan pemberhentiaan anggota BPD paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanyausulan pemberhentiananggotaBPD.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(5)ditetapkan dengan keputusan Bupati.



Pasal 166B

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan

sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, darr/atau

tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan

sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan

BPD.

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD

pengganti antarwaktu.

63. Ketentuan Pasal 167diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal167

(1) AnggotaBPDyang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon anggota BPD

nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

(2) Dalam hal pergantian antarwaktu anggota BPD perempuan, maka harus

digantikan oleh keterwakilanperempuan.

(3) Dalam hal calon anggota BPDnomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)meninggaldunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi

syarat sebagai calon anggota BPD,digantikan oleh calon anggota BPDnomor

urut berikutnya.

(4) KepalaDesa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPDyang

diberhentikan antarwaktu kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh)

hari sejak anggota BPDyang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.

64. Ketentuan Pasal 168diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal168

(1) Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD yang

diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (hari) sejak diterimanya usulan

anggota BPDyang diberhentikan antarwaktu.

(2) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD

dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

disampaikannya usul penggantian anggota BPDdari KepalaDesa.

(3) Peresmian anggota BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)mulai berlaku

sejak pengambilan sumpahjjanji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk.



(4) Setelah pengucapan sumpahjjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara

sumpahjjanji.

(5) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan

anggota BPDyang digantikannya.

pengucapan

(6) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung 1 (satu) periode.

(7) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa

jabatan anggota BPDyang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(8) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kosong sampai

berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

65. Ketentuan Pasal170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal170

Anggota BPD dilarang :

a merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

h melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

danj atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;

c. menyalahgunakan wewenang;

d melanggar sumpahjjanji jabatan;

e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

f merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenjKota,

dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan­

undangan;

g sebagai pelaksana proyek Desa;

h menjadi pengurus partai politik; danj atau

1 menjadi anggota danj atau pengurus organisasi terlarang.

66. Bagian Kelimabelas BABVIIdihapus

67. Ketentuan Pasal171 dihapus :

68. Setelah Bagian Kelimabelas ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian

Keenambelas serta 2 (dua) Pasal yakni Pasal 171A dan Pasal 171B, sehingga

berbunyi sebagai berikut:



e. berkelakuan baik;

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 (lima)tahun;

g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempunyaikekuatan hukum tetap;

h. bersedia dicalonkan menjadiPerangkat Desa;

i. dihapus;

j. sehatjasmani dan rohani; dan

k. bukan PNS,anggotaTNIdan anggota Polri.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon

Perangkat Desajuga harus memenuhi Kelengkapanpersyaratan administrasi

yang terdiri atas:

a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat KeteranganTanda Penduduk;

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat

olehyang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

c. Surat Pernyataan memegangteguh dan mengamalkanPancasila, Undang­

Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945, mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka TunggalIka, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas

segelatau bermaterai cukup;

d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang

dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat

yang berwenang;

e. AkteKelahiranatau Surat KeteranganKenalLahir;

f. Surat Keteranganberbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan

yangberwenang;dan

g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segelatau bermaterai cukup.

70. Diantara Ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

Pasall84A, sehinggaberbunyi sebagaiberikut :

Pasal184A

(1) PegawaiNegeriSipilyang terpilih dan diangkat menjadiperangkat Desa,yang

bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi

PerangkatDesa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawainegerisipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai

pegawai negen sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan



pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

71. Ketentuan Pasal 186 dihapus.

72. Ketentuan Pasal 195 ayat (2) huruf b dihapus dan huruf d diubah, sehingga

Pasal 195 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 195

(1) Perangkat Desa dapat diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan;

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dikarenakan:

a. Usianya genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dihapus;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selarna 6 (enarn) bulan;

d. dinyatakan sebagai terpidana yang diancarn dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

f. dinyatakan melanggar sumpahfjanji jabatan;

g. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;

h. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;

i. meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa 12m dari Kepala Desa

selarna2 (dua)bulan berturut-turut; dan atau

J. melanggarperaturan disiplinPerangkat Desa.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah

berkonsultasi dengan carnat terlebih dahulu.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa

dan disarnpaikan kepada Camat paling larnbat 14 (empat belas) hari setelah

ditetapkan.

73. Ketentuan Pasal 196diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 196
(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah

berkonsultasi dengan carnat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)karena :



a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,

makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima)tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, dikembalikan kepada jabatan dan haknya semula.

74. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal197

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas

perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang

dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan

kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggalpenugasan.

(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan

sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan dengan cara :

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;

b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikonsultasikan dengan camat.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal tl. ABuS'~u.s' 2019

~ANJUN ABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal tI- A ~us-tIl S 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

NOMOR.1Q

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI

JAMBI: ( 10!".3./2019)

!ILAH DITELITI KEBENARANNYAK .bag HukumDan rerundan, . UDW",

M01HD. IDWS, SH.,MH
?@mbine TK I !IVfbI

'HP. 19100323 230212 1 Olll;


